
WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KAIJIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR   188.45-242/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 188.45-397/2024 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAII

KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang       :     a.  bahwa     sehubungan     adanya     penambahan     usulan
rancangan   Peraturan   Wall   Kota   yang   diajukan   oleh
perangkat    daerah    di    lingkungan    Pemerintah    Kota
Balikpapan,    perlu   melakukan   penyesualan   terhadap
Lanpiran Keputusan Wali Kota Nomor  188.45-397/2024
tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
(Propemperkada) Kota Balilapapan Tahun 2025;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam  huruf a  perlu  menetapkan  Keputusan Wali  Kota
tentang  Perubahan  atas  Keputusan  Wali  Kota  Nomor
188.45-39 7/ 2 024        tentang       Propemperkada       Kota
Balikpapan Tahun 2025;

Mengingat       :     1.  Fennde=§-:ng=d8ang¥£=d°=g25ar::ffio. :9:2hu:enitg=8
tentang Pelpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan   (Lembaran   Negara   Tahun   1953   No.   9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 72, Talnbahan    Lembaran    Negara Nomor 1820)
sebagaimana telah beberapa kali diubah teraJchir dengan
Undang-Undang    Nomor     8     Tahun     1965     tentang
Pembentukan  Daerah  Tingkat  11  Tanah  Laut,  Daerah
Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong dengali
Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun  1959, tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No.  3 Tahun  1953,
tentang Pembentukan  Daerah Tingkat 11  di Kalimantan
(Lembaran  Negara  Tahun  1965  Nomor  51,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2756);

2.   Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahali    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah  teralchir  dengan  Undang-
Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2023  Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856) ;



Menetapkan
KESATU

3.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun  2015
tentang   Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah   (Berita
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015   Nomor  2036)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Dalam    Negeri    Nomor     120    Tahun    2018     tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum
Daerah  (Berita Negara  Republik  Indonesia Tahun  2018
Nomor  157);

MEMUTUSRAN:

Mengubah  Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor    188.45-
397/2024  tentang  Propemperkada  Kota  Balikpapan Tahun
2025    dengan    rincian    sebagaimana    tercantum    dalan
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA                :    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sa±rfe Keputusan ini disampaikan kepada ¥th. :
1.   Gubemur Kalimantan Timur di Samarinda;
2.   Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3.   Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan.



LAMPIRAH
kEi.UT-b§AN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR          188. 45-242/2025
TENTANG
PERUBAHAN    ATAS    KEPUTUSAN    WALI    KOTA    NOMOR    188.45-
397/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPAIA
DAERAII KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025

PFQGRAM PEMB.E`NTUIE¢P! PE.RATURAN REP4L.A D4E.RAF. T4rIUN 20,2.5,

NO JUDur

STA"S
PEENGKATDAERE/UNITIERIA

MARERI roKOK BALRU PENYEMPUENAAN

1
T4ATA     £Am     pBMB`EFI¢p!     ngs.E.FTF     p4p! INVBSTASI V DPMPISP
REMUDAIIAN INVEsrrAsl

2 PBDOMAN       PENYEIENG GARAAN      KOIERASI KOFEFusl V DKuhrmp
RELURAHAN MERAII punH

3
REBunKAN                     DAN                     STRAREGI ZENYED)AAN AIRENUM

V

-

DPUPENYELENGCIARAAN  SISTBM  PENYEDIAAN  AIR
MINUM

4 POIA KARIER BAGI PEGAWAI NEGERI SIHI, KEFEGAWAIAN V BKFSDM

5 RENCANA      RERIA      PEMERINTAII      DingRArl RENCAVA KERIA V BAPPBDA LITBANG
TAHUN 2026

`6 PERUBAHAN   RENCANA   KERJA   PEMERINTAII RENCENA KBRIA V BAPpBDA IrrBENG
DAERAII TAHUN 2025

7 RENCANA KERIA PERANGKA:T DAERAII TAHUN2026 RENCANA KBRIA V BAPPBDA LITBENG

8 INOVASI DAERAII INOvasl V BAPPBDA IITBANG

9 TANGGUNG     JAWAB     SOSIAL     LINGKUNGAN TANGGUNG JAWAB
V BAPPBDA LITBENGPERUSARAN' SOSIAL

10
PEDOMAN   PENCEGAHAN    I)AN   PERCEPATAN SrtyN"G V BAPZEDA IJTBANG
PENIJRUNAEN STUNITNG

11
PELINDUNGAN       DAN       PEMENUHAN       HAH DIsnelLITAS V BAppEDA nTBENG
RENYANDANG DISABILITAS

J2

PERUEIAHAN   ATAS   pERAmuRAN   WAII   KCITA

CADANGAN PANGAN V T)P3.NOMOR  1  TAHUN  2024  TENTANG  MEKANISME
PBNGADAAN PBNGELOI.AAN DAN PBNYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAII DAERAII

13
RENGURANGAN  SAMPAII RUMAII TANGGA DAN SAMPAI V DLH
.s,4M,pngI §`RENIs. RPMAH TAvgcIA

14 PENANGANAN  SAMPAII  RUMAII  TANGGA  DAN SAunAI V Din
SAMPAII S&JENIS RUMAII TANGGA



NO JUDUL MAmaRI POKOK

STA"S
PEENGKATDAEFun/uNiTKERIA

BARU PEREMPUENAAN

15
TATA      CARA     PEMBERIAN      INSENTIF     DAN INSENrm DEN V DLH
DISINSENTIF DISINSENTIF

16
RENCANA     AKSI     DAERAII     ADAFTASI     DANMrrlGAslPERUBAHANIKLIMKorABAI,rmAPAN

RENCANA AKSI DAERAII V DLH

17
PEIAKSANAAN        GBRAICAN        PEDULI       DANBERBUDAYALINGKUNGANHIDUPDISEKOLAIIDIWILAYAIIKOTABALIKPAPAN

UNGKUNGAN HIDUP V DLH

18
POIA  TATA  REroIA  BADAN  IAyANAN  UMUMDAERAIIPUSATRESBHATANMASYARAKAT BI,UD V DINKES

19
RENCANA        AKSI        DAERAII        PEIAYANANKEPEMUDEN KBPEMUDEN V DPOP

20 PBIAKSANAAN         PENDATAAN         PBNDUDUKNORERMANEN REEENDUDUEN V DISDUKCAPIL

21 PED OMAN szTEz>LAI\r SunpEN V DISPERRIM

22 PED OMAN PENUGASAN INVESTIGAsr PBDOMAN INVBSTIGASI V INspEroRAT

23
KEBIjAKAnl                      DAN                      STRATEGIPENYELENGGARAANSISREMPENYBDIAANAIRMINUMKorABALIKPAPANTAHUN2025-2029

AIR MINIM V DPU

24

TEKNIS   PEMBERIAN  TUNJANGAN   HARI   RAYADANGAJIKBT]GABEIASYANGBERSUMBBRDARIANGGARANDANBELANJADAERAIITAIIUNANGGARAN2025
TUNJANCIAN IIARI RA:YA V BKAD

25

PERUBAHAN   ATAS   PERATURAN   WAI.I   KcyrANOMOR35TAHUN2024TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBBIANJADAERAIITAHUNANGCIARAN2025
APBD V BKAD

26 STANDAR      SATUAN      HARGA      PEMBRINTAII STANDAR SATUAN V BKAD
DAERAII TAHUN ANGGARAN 2026 HARGA

27
PENJABARAN                  PERIANGGUNGJAWABANANGCIARANPENDAPATANDANBELANJAI)AERAIITAHUNANGGARAN2024

JRED V BKAD

28
PENJABARAN          PBRUBAHAN          ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAIITAHUNANcroARAN2025

APBD V BKAD

29
PERUBAHAN  KFTIGA  ATAS  PERATURAN  WALKO'IANOMOR17TAHUN2023TENTANGKEBIJAKANAKUNTANSII                    APBD

V Bum

30 SISTBM      DAN      PROSEDUR      PENGEL0IAANKBUANGANDAERAII KEUANGAni I)AERAII V BEue



NO JUDUL MATERI POKOK

STATUS
PBFENGEIATDAERE/UNITKERIA

BARU FEREMPUENAAN

31

PBRUBAHAN    ATAS    PERATURAN   WALI    KcyIANOMOR5TAHUN2022TENTANGTATACARAPENGANGGARAN,PELAKSANAANDAN

BBLANJA TIDAK V BKAD

PENATAUSAHAAN,        PERTANGGUNGJAWABANDANPEIAPORANSERTAPEMANTAUANDANBVALUAS]BEIANJATIDAKTBRDUGA TBRDUGA

32

PRTUNJUK        PEIAKSANAAN        PBMUNGUTANPAIAKMINERALBUKANI0CIAMDANBATUANDANPENERIMAAN/SINERGIPEMUNGUTANOPSENPAIAKMINERALBUKANLOGAMDANBATUAIN

PAJAK V BEapDRD

33
PRTUNJUK  PEIAKSAI`IAAN  PEMUNGUTAN  BEAPEROLEHANHAKATASTANAIIDANBANGUNAN BPHm V BPPDRD

34 PRTUNJUK        PELAKSAI\IAAN        PEMUNGUTANRRTREUSI RETRIBUSI V BPPI)RD

35 SISTEM RERJA SISTBM KERJA V BKPSDM

36 PEDOMAN      DISIPLIN      BAGI      PEGAWAI      DILINGKUNGANPEMERINTAIIDAERAII HUKUMAN DISIPLIN V BKPSDM

37
TAMBAHAN PENGHASIIAN PBGAWAI APARATUR TAMBAHAN

V BKrsDM
SIP[L  NEGARA  DI   I,INGKUNGAN   PBMBRINTAIIKOTABALIKPAPAN PENGHASIIAN

38

PBL"PAIIAN     KEWENANCIAN     MANDAT     DANDELEGASIPENANDATANGANANNASKAIIDINAS
PELIMPAEN

V BKPSDM
KEPECIAWAIAN  DI   I,INGKUNGAN  PEMERINTAIIKorABAL[xpAPAN KEWENANGAN

39
KEDUDUKAN,   SUSUNAN   ORGANISASI,   TUGAS ORGANISASI DAN TATA

V BAGIAN ORGANISAS[DAN  FUNGSI  SERTA  TATA  KERIA  PERANGKATDAEFrm KBRIA

40 PEMBENTUKAN RUKUN TFTANGGA RUKUN iErANGGA V
BAGLANPEMERINTAHAN

41

PERUBAIIAN    ATAS    PERATURAN    WAu    KOTANOMOR29TAHUN2024TBNTANGTATANASKAIIDINASDILINGKUNGAINPEMBRINTAIIDAEEN
TATA NASKAII DINAS V BAGIAN ORGANISASI

42
PFTUNJUK          PEIAKSANAAN          PBRATURANDAERAHTENTANGPERELENGCIARAANBANTUANHUKUM

BANTUAN HUKUM V BAGIAN HUKUM

D


